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ABSTRAK

Amalia, Nia, 2026. Kedudukan Wali Nikah Penghayat Kerokhanian Sapta Darma
Lawang Dengan Identitas Islam (Studi di Sapta Darma Kecamatan
Lawang), Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pasca Sarjana,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen
Pembimbing I : Dr. Jamilah, MA, Dosen Pembimbing II : Dr. Musataklima,
M.S.I.

Kata Kunci: Wali Nikah, Kerokhanian Sapta Darma, Pluralisme Hukum, Dualitas
Identitas.

Penelitian ini membahas kedudukan ayah penghayat Sapta Darma sebagai
wali nikah, ketika secara administratif ia masih tercatat sebagai Muslim, sementara
anak perempuannya beragama Islam dan akan melangsungkan perkawinan, dengan
menelaah kedudukan wali nikah dalam perkawinan menurut kerokhanian Sapta
Darma Lawang serta kedudukan wali nikah dalam kerokhanian Sapta Darma dalam
perspektif teori pluralisme hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
socio-legal, menggunakan data primer dari wawancara semi terstruktur bersama
ketua Persatuan Sapta Darma, penghayat Sapta Darma beridentitas Islam, serta
tokoh agama setempat, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan,
buku, jurnal, serta dokumen internal kerokhanian Sapta Darma, yang dianalisis
menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, kedudukan wali
nikah memiliki konstruksi berbeda dalam setiap sistem hukum, menurut hukum
negara ditentukan oleh legalitas formal dokumen kependudukan (Muslim), menurut
hukum Islam bersifat religius-syar’t dan gugur (fasid) saat beralih akidah,
sedangkan dalam norma Sapta Darma hanya berposisi sebagai pemberi restu
simbolik. Kedua, praktik di lapangan menunjukkan dialektika pluralisme hukum.
Dalam konteks weak legal pluralism, negara mendominasi melalui standar
administratif sehingga perwalian ayah tetap sah secara formal. Sementara itu, dalam
konteks strong legal pluralism, Sapta Darma berlaku sebagai living law dalam
komunitas Semi-Autonomous Social Field (SASF) yang berfungsi membatasi diri
untuk tidak mengintervensi otoritas hukum Islam. Interaksi ini melahirkan tiga pola
adaptasi: penyelundupan hukum administratif, kepasrahan total, dan navigasi aktif.
Solusi alternatif bagi tipe pasrah dan aktif diselesaikan melalui Wali Hakim dan
mediasi Pak Modin guna menjaga keharmonisan sosial. Sebaliknya, pernikahan
dengan wali penghayat Sapta Darma tetap berjalan akibat strategi penyelundupan
hukum oleh pendaftar melalui kepatuhan administratif yang semu, bukan karena
kegagalan sistem negara. Realitas ini membuktikan bahwa strong legal pluralism
tetap hidup bekerja di balik formalitas dokumen kependudukan.
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ABSTRACT

Amalia, Nia, 2026. The Role of the Marriage Guardian among Sapta Darma Lawang
Spiritual Practitioners with an Islamic Identity (A Study in Sapta Darma,
Lawang Sub-district), Thesis. Department of Personal Status Law,
Postgraduate Programme, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University,
Malang. Supervisor [: Dr. Jamilah, MA; Supervisor II: Dr. Musataklima, M.S.1I.

Keywords: Marriage Guardian, Sapta Darma Spirituality, Legal Pluralism, Dual
Identity.

This study examines the role of a Sapta Darma practitioner as a marriage
guardian when, administratively, he is still registered as a Muslim, whilst his
daughter is Muslim and is about to marry, by examining the role of the marriage
guardian in marriage according to the Sapta Darma Lawang spiritual tradition and
the role of the marriage guardian within the Sapta Darma spiritual tradition from
the perspective of legal pluralism theory.

This study is an empirical legal study employing a socio-legal approach,
utilising primary data from semi-structured interviews with the chairperson of the
Sapta Darma Association, Sapta Darma adherents of the Islamic faith, and local
religious leaders, as well as secondary data comprising legislation, books, journals,
and internal spiritual documents of Sapta Darma, which were analysed using the
Miles and Huberman model.

The research results reveal two main findings. First, the role of the marriage
guardian is constructed differently in each legal system: under state law, it is
determined by the formal legality of civil registration documents (Muslim), under
Islamic law, it is of a religious-sharia nature and becomes void (fasid) upon a change
of faith; whereas under the Sapta Darma norms, it serves only as a provider of
symbolic blessing. Second, field practices demonstrate the dialectics of legal
pluralism. In the context of weak legal pluralism, the state dominates through
administrative standards, ensuring that paternal guardianship remains formally
valid. Meanwhile, in the context of strong legal pluralism, Sapta Darma functions
as a living law within the Semi-Autonomous Social Field (SASF), which self-
restricts to avoid interfering with Islamic legal authority. This interaction gives rise
to three adaptation patterns: circumvention of administrative law, total submission,
and active navigation. Alternative solutions for the submissive and active types are
resolved through the Wali Hakim and mediation by Pak Modin to maintain social
harmony. Conversely, marriages with guardians who adhere to Sapta Darma
proceed due to legal circumvention strategies employed by registrants through
superficial administrative compliance, not because of a failure of the state system.
This reality demonstrates that strong legal pluralism remains alive and functioning
behind the formalities of civil registration documents.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model Library of Congress (LC)

Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia
j , L t

@ B L ?
< T & ’

& Th ¢ Gh
z J a F
d h 3 Q
& Kh & K
3 D J L

3 Dh N M
2 R O N
J Z J \\4
o S s H
o Sh s ’
ol ? T Y
ol d

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan
menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti @, 7 dan . (,,s). Bunyi
hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan
“aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbiitah dan
berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”,

sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at.
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A.

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki keberagaman
budaya, adat kepercayaan dan agama yang mempengaruhi praktik
perkawinan. Keberagaman ini menuntut sikap saling menghargai demi
keharmonisan sosial, berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan perkawinan di
Indonesia diatur tidak hanya oleh hukum negara, tetapi juga sangat
dipengaruhi hukum agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, pengaturan
perkawinan melibatkan interaksi antara hukum kepercayaan, hukum agama,
dan hukum negara.!

Perkawinan, sebagai bagian penting kehidupan manusia,
membentuk tatanan sosial dan moral masyarakat. Karenanya, hampir semua
agama, kepercayaan, adat istiadat, dan negara memiliki aturan sendiri
tentang perkawinan. Namun, aturan tersebut tidak selalu sama. Perbedaan
tidak hanya muncul antar agama, tetapi juga antara agama dan kepercayaan
lokal yang berkembang di Indonesia, ini menunjukkan bahwa isu
perkawinan mencerminkan keragaman dan kompleksitas masyarakat

Indonesia.?

! Abd Mu’id Shofa, “Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila,”

Jurnal

Pancasila dan Kewarganegaraan 1, no. 1 (2016),

https://doi.org/https://doi.org/10.24269/jpk.v1i1.302.
2 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undanf Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum
Adat,” Judisia 7, no. 2 (2016), http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162.



Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, melainkan
juga memuat nilai agama dan hukum yang mengatur kehidupan
masyarakat.’ Di Indonesia, perkawinan dipandang sebagai peristiwa hukum
yang berimplikasi pada aspek keagamaan dan administratif.* Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu
perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan
kepercayaannya masing-masing, serta dicatat sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.’ Idealnya, karenanya, pelaksanaan perkawinan
seharusnya mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan
terhadap keyakinan para pihak.

Keberagaman juga tercermin dalam kepercayaan lokal yang dianut
di berbagai daerah di Indonesia.® Kelompok penganut kepercayaan tersebut
memiliki sistem nilai dan tata cara kehidupan yang khas, termasuk dalam
praktik perkawinan, yang sering kali berbeda dari ketentuan agama-agama
resmi. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan luasnya dan beragamnya
praktik sosial keagamaan di Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan dalam
mengintegrasikan nilai-nilai kepercayaan lokal dengan sistem hukum

perkawinan positif.

3 Erwinsyahbana, Tengku, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan
Pancasila,” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2012), https://www.neliti.com/publications/9129/sistem-
hukum-perkawinan-pada-negara-hukum-berdasarkan-pancasila.

4 Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” ASAS 8, no. 2 (2016).

5> Muhammad Fadhlan, dkk., “Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan
Implementasinya di Indonesia,” JICC: Jurnal Intelek Insa Cendekia 2, no. 1 (2025),
https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2248.

6 Julita Lestari, “Pluralisme Agama di Indonesia,” Al-Adyan 1, no. 1 (2020).



Dalam konteks masyarakat yang bersifat multikultural, salah satu
persoalan yang muncul berkaitan dengan praktik perwalian dalam
perkawinan. Hal ini dapat ditemukan, misalnya di Kecamatan Lawang,
Kabupaten Malang, Jawa Timur, di mana terdapat keluarga dengan kondisi
anak beragama Islam, sementara kedua orang tuanya menganut kerokhanian
Sapta Darma. Secara administratif, ayah dalam keluarga tersebut masih
tercatat sebagai pemeluk Islam, meskipun dalam praktik kesehariannya ia
menjalankan ajaran Sapta Darma. Situasi ini semakin kompleks dengan
adanya stigma atau penilaian dari pihak luar yang turut memperkeruh
persoalan tersebut. Kondisi demikian pada akhirnya menimbulkan
problematika hukum yang cukup serius ketika anak yang beragama Islam
hendak melangsungkan perkawinan, khususnya terkait ketidakjelasan status
dan keabsahan wali nikah.’

Kondisi ini menyoroti adanya ketegangan antara identitas
administratif, keyakinan substantif, dan ketentuan hukum agama. Oleh
karena itu, perubahan status administrasi tanpa disertai perubahan
keyakinan yang konsisten berpotensi menimbulkan persoalan keabsahan
dan implikasi hukum di masa mendatang. fenomena ini mengindikasi
bahwa perbedaan antara identitas administratif dan keyakinan faktual dapat

memicu persoalan hukum yang memerlukan analisis empiris.

7 Warno, “wawancara Warga Sapta Darma,” (Lawang Kab. Malang), 24 September 2025, sanggar
Sapto Darmo Patal Lawang.



penelitian sebelumnya mengenai wali nikah non Muslim, cenderung
bersifat normatif atau teknis praktis.® Penelitian tersebut umumnya hanya
membahas mekanisme peralihan wali nasab ke wali hakim, hak perwalian
dalam konteks perceraian, atau deskripsi praktik di KUA, tanpa
menganalisis secara mendalam isu perbedaan agama antara wali dan calon
mempelai  Muslimah. Akibatnya, belum ada penelitian yang
mengintegrasikan analisis hukum Islam, hukum negara dan realitas sosial
multikultural secara komprehensif. Hal ini menyoroti urgensi untuk
mengkaji wali nikah non Muslim secara empiris dan normatif, serta
merumuskan solusi hukum yang dapat menjamin kepastian hukum,
kesesuaian syariat, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat
plural.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan tidak hanya meninjau
posisi wali nikah dalam hukum Islam dan hukum negara, tetapi juga dalam
konteks norma internal perkawinan kerokhanian Sapta Darma di Kecamatan
Lawang yang secara doktrinal tidak mengenal pranata wali nikah sebagai
penentu keabsahan perkawinan. Komunitas ini relatif jarang menjadi fokus
penelitian akademik, khususnya terkait praktik perkawinan. Dalam konteks
ini, peneliti mengkaji respons tokoh agama Islam (modin) dan Ketua
Persada Sapta Darma terhadap kondisi ayah penghayat yang berbeda

keyakinan namun secara administratif masih atau kembali tercatat sebagai

8 Islam ul Haq, “Kontroversi Keabsahan Perwalian Nikah NonMuslim Perspektif Hukum Keluarga
Islam,” Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat 5, no. 3
(2025), https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2156.



Muslim, serta strategi adaptasi yang mereka lakukan dalam menghadapi
benturan tiga sistem normatif sekaligus. Kebaruan lainnya terletak pada
pendekatan pluralisme hukum, yang menganalisis bagaimana kedudukan
wali nikah dipahami dan dinegosiasikan pada persimpangan hukum negara,
hukum Islam, dan norma kerokhanian Sapta Darma.

Penelitian ini dibatasi pada kedudukan wali nikah dalam perkawinan
di kalangan penganut kerokhanian Sapta Darma di Kecamatan Lawang, dan
tidak mencakup aliran kepercayaan lain. Selain itu, penelitian ini hanya
menyoroti respons tokoh agama Islam (modin), ketua penghayat Persada,
dan beberapa anggota penganut Sapta Darma yang memiliki dualitas
identitas administratif. Fokus penelitian juga terbatas pada pemahaman dan
negosiasi kedudukan wali nikah dalam konteks pluralisme hukum, yaitu
interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan norma kerokhanian lokal,
sehingga penelitian ini tidak mengeksplorasi aspek hukum keluarga lainnya

di luar konteks perwalian nikah.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan wali nikah penghayat kerokhanian Sapta Darma

beridentitas Islam menurut aliran kerokhanian Sapta Darma Lawang,

hukum Islam, dan hukum positif ?



2. Bagaimana keaabsahan dan dinamika perwalian nikah penghayat
kerokhanian Sapta Darma Lawang beridentitas Islam dalam perspektif
teori pluralisme hukum?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan wali nikah penghayat kerokhanian
Sapta Darma beridentitas Islam menurut perspektif penghayat
kerokhanian Sapta Darma Lawang, hukum Islam, dan hukum positif.

2. Untuk menganalisis keabsahan dan dinamika perwalian nikah
penghayat kerokhanian Sapta Darma Lawang beridentitas Islam dalam

perspektif teori pluralisme hukum.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan
manfaat, baik dalam aspek teoretis maupun aspek praktis, sebagaimana

uraian berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademik
dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu, khususnya bagi peneliti
dan mahasiswa di program studi Hukum Keluarga Islam, terutama
dalam kajian hukum pernikahan, terkait keabsahan perwalian nikah,
mekanisme perwalian, serta implikasi pluralisme hukum terhadap

validitas pernikahan.



2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi
pemerintah dalam mempercepat proses pembaruan identitas
kependudukan bagi penganut Sapta Darma yang masih tercatat
sebagai beragama Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga
diharapkan membantu pemerintah dalam memberikan pemahaman
hukum yang lebih jelas mengenai kedudukan wali nikah bagi
penganut Sapta Darma yang masih beridentitas Islam, sehingga
terwujud kesesuaian antara data kependudukan dan penerapan

hukum perkawinan.

b. Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
yang lebih jelas mengenai status dan keabsahan perkawinan menurut
hukum Islam dan positif serta dalam kerokhanian Sapta Darma,
khususnya bagi mereka yang secara administratif masih tercatat
sebagai beragama Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam menentukan langkah
hukum yang tepat, sekaligus meningkatkan kesadaran akan
pentingnya keselarasan antara keyakinan dan identitas hukum dalam

pelaksanaan perkawinan di Indonesia.



E. Penelitian Terdahulu/Orisinalitas Penelitian
Adanya penelitian terdahulu dalam karya ilmiah bertujuan untuk
menunjukkan perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya.
Hal ini penting agar penelitian yang dibuat tidak sama dengan yang sudah
ada sebelumnya. Karena itu, perlu dijelaskan beberapa hasil penelitian dari
peneliti lain yang memiliki fokus kajian berbeda, di antaranya:
1. Kedudukan Wali Nikah

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Rahmad Ramadhan dan Habibi
Al Amin,” yang membahas kasusu di KUA Wonokromo yang
melakukan dua kali akad nikah dengan dua wali berbeda karena
perbedaan data agama wali. Akad pertama dilakukan dengan wali
hakim karena dokumen menunjukkan wali non-Muslim, lalu dilakukan
akad ulang setelah terbukti Muslim. Praktik ini dinilai tidak memiliki
dasar hukum yang jelas dan seharusnya pernikahan cukup dilakukan
sekali setelah data administrasi diperbaiki.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Rahmad Ramadhan
dan Habibi Al Amin sama-sama menyoroti masalah wali nikah akibat
ketidaksesuaian 1identitas administratif dan fakta. Sementara
perbedaanya, penelitian ini tidak menilai keabsahan praktik
perkawinan, melainkan mengekplorasi dinamika identitas dan praktik

sosial penghayat Sapta Darma, khususnya terkait perubahan dan

° Rahmad Ramadhan dan Habibi Al Amin, “Analisis Maslahah Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan
Dua Akad Dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda Dalam Perspektif Fiqih Islam (Studi Kasus di KUA
Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya),” Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU) 2 (2025),
https://www.ejurnal. kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/5541.



negosiasi identitas agama dalam administrasi perkawinan, dengan
menggunakan perspektif pluralisme hukum guna menjelaskan relasi
dan ketegangan antara hukum negara, hukum agama, dan norma
kepercayaan dalam praktik sosial.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Noor Efendy dan Ainur
Rahmah.!® Pada penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan wali
yang tidak sah menyebabkan perkawinan harus difasakh, dengan
konsekuensi sosial dan psikologi pasangan. Oleh karena itu, peran KUA
dan tokoh agama menjadi penting dalam memberikan pemahaman
kepada masyarakat mengenai keabsahan wali sesuai ketentuan hukum.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini
dalam fokus pada keabsahan wali nikah dan implikasi hukumnya.
Namun, penelitia Efendy dan Rahma lebih bersifat normatif, yakni
mengkaji akibat hukum fasakh apabila wali yang digunakan tidak sah
berdasarkan ketentuan fikih dan hukum positif, tanpa menyentuh
konteks sosio-religius yang kompleks seperti keberadaan kepercayaan
lokal. Sebaliknya, penelitian ini menganalisis lebih jauh ketegangan
antara keyakinan penganut Sapta Darma, identitas administratif, dan
ketentuan hukum Islam melalui pendekatan pluralisme hukum,

sehingga menghasilkan analisis yang lebih kontekstual dan kompleks.

10 Noor Efendy dan Ainur Rahmah, “Pengaruh Kesalahan Wali Pada Keabsahan Pernikahan,”
Sahaja (Journal Shariah And Humanities) 3 (2024),
https://www.ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/211.
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Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Revi Inayatillah.!" Pada
penelitian ini dijelaskan secara rinci status keabsahan wali nikah dalam
hukum Islam beserta akibat hukumnya dengan mengambil contoh nyata
perkawinan artis keabsahan wali nikah dalam pandangan hukum Islam
dalam kasus perkawinan Rizky Febian dan Mahalini yang menikah
dengan wali beragama non Islam sehingga dalam pelaksanaan
pernikahannya menggunakan wali hakim, namun wali nikah yang
dipilih tidak memenuhi persyaratan sebagai wali hakim, yang
seharusnya dilakukan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Agama. Akibatnya, perkawinan mereka dinyatakan tidak sah. Dan isbat
nikahnya ditolak pengadilan dan keduanya diharuskan nikah ulang.

Perbedaan utama terletak pada fokus analisis dan pendekatan
yang digunakan. Penelitian ini tidak berfokus pada penilaian sah atau
tidaknya perkawinan, melainkan mengkaji dinamika sosial-hukum
pada penghayat Sapta Darma, khususnya praktik penggunaan identitas
Islam secara administratif oleh ayah sebagai wali nikah meskipun
secara praksis tetap menjalankan kerokhanian Sapta Darma. Dengan
menggunakan perspektif pluralisme hukum, penelitian ini menyoroti
relasi dan ketegangan antara hukum negara, hukum agama, dan norma
kepercayaan, termasuk praktik negosiasi identitas, bukan semata-mata

menentukan keabsahan hukum perkawinan.

! Revi Inayatillah, “Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam,” ACTA DIURNAL 8, no.
1 (2024), https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159.
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Keempat, jurnal yang ditulis oleh Mahdum Kholit Al-Asror,!?
dapat sisimpulkan bahwa pernikahan non-Muslim tetap diakui dalam
Islam sehingga tidak perlu diulang ketika pasangan masuk Islam.
Konsekuensinya, anak yang lahir tetap bernasab kepada ayah
kandungnya, sehingga ayah tetap dapat menjadi wali nikah bagi anak
perempuannya setelah sama-sama memeluk Islam.

Penelitian Al-Asror memiliki kesamaan dengan penelitian ini
karena sama-sama membahas kedudukan wali nikah dalam kondisi
perbedaan atau perubahan keyakinan antara orang tua dan anak.
Namun, penelitian Al-Asror berfokus pada perpindahan agama menuju
Islam dengan pendekatan fikih normatif. Sementara itu, penelitian ini
membahas kondisi ayah yang secara faktual mengikuti kerokhanian
Sapta Darma tetapi secara administratif tetap atau kembali tercatat
sebagai Muslim, sehingga persoalannya menyangkut ketegangan antara
identitas administratif, keyakinan substantif, dan legitimasi wali nikah
yang dianalisis melalui perspektif pluralisme hukum.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Abdullah Khanif,'* menjelaskan
bahwa keabsahan perkawinan dalam Islam ditentukan oleh
terpenuhinya rukun dan syarat, sedangkan hukum di Indonesia

menambahkan kewajiban pencatatan di KUA. Dalam praktiknya,

12 Mahdum Kholit Al-Asror Idum, “Analisis Status Nasab Dan Wali Nikah Dalam Konteks Orang
Tua Yang Berpindah Agama Dari NonMuslim Ke Muslim,” 4/-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan
Hukum Islam 3, no. 1 (2024).

13 Abdullah Khanif, “Keabsahan Wali Nikah Saat Rafa’ Analisis Hasil DNA di KUA Kecamatan
Bangsal Mojokerto,” El-Qist 6, no. 1 (2023).
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pemeriksaan nikah (rafa’) dapat dibantu dengan tes DNA untuk
meminimalkan pemalsuan data dan memperkuat kepastian identitas
wali nikah.

Penelitian Abdullah Khanif memiliki kesamaan dengan
penelitian ini karena sama-sama membahas keabsahan wali nikah yang
dipengaruhi ketidaksesuaian data administratif serta peran KUA dalam
verifikasi identitas. Namun, penelitian Khanif berfokus pada verifikasi
biologis melalui tes DNA untuk mencegah kecurangan administratif
dengan pendekatan fikih. Sementara itu, penelitian ini menyoroti
ketegangan antara keyakinan faktual penganut Sapta Darma dan
identitas administratif yang tidak mencerminkan kondisi nyata,
sehingga dianalisis melalui perspektif pluralisme hukum yang

mencakup hukum negara, hukum Islam, dan hukum kepercayaan lokal

Sapta Darma.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Dengan Dua Wali
Yang Berbeda
Dalam Perspektif
Fiqih Islam (Studi
Kasus di KUA
Kecamatan
Wonokromo Kota
Surabaya)

No. | Judul Penelitian Nama Tahun Rumusan Masalah
Peneliti | Penelitian
1. Analisis Maslahah | Rahmad 2025 Bagaimana pelaksanaan
Terhadap Ramadhan nikah dengan dua akad
Pelaksanaan dan dan dengan dua wali
Nikah ~ Dengan | Habibi Al yang berbeda di KUA
Dua Akad Dan | Amin Wonokromo Kota

Surabaya dan analisis
maslahah terhadap
pelaksanaan wali nikah
dengan dua akad dan
dua wali yang berbeda
dalam perspektif fikih
Islam .
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2. Pengaruh Noor 2024 Bagaimana kesalahan
Kesalahan ~ Wali | Efendy wali nikah berpengaruh
Pada Keabsahan | dan Ainur kepada keabsahan
Pernikahan Rahmah pernikahan.

3. Status Keabsahan | Revi 2024 Bagaimana keabsahan
Wali Nikah | Inayatillah wali  nikah  dalam
Menurut Hukum pandangan hukum
Islam Islam dalam kasus

perkawinan Rizky
Febian dan Mahalini.

4. Analisis  Status | Mahdum | 2023 Bagaimana orang tua
Nasab Dan Wali | Kholit Al- dan anak yang
Nikah Dalam | Asror melakukan perpindahan
Konteks  Orang agama menjadi
Tua Yang pemeluk Islam
Berpindah Agama mempengaruhi
Dari Non Muslim kedudukan orang tua
Ke Muslim tersebut dalam hukum

Islam terkait
kewenangannya
menjadi wali nikah bagi
anak perempuannya.

5. Keabsahan Wali | Abdullah | 2023 Bagaimana keabsahan
Nikah Saat Rafa’ | khanif wali nikah saat rafa’
Analisis Hasil analisis hasil tes DNA
DNA di KUA di  KUA  Bangsal
Kecamatan Mojokerto dan
Bangsal bagaimana tinjauan
Mojokerto hukum Islam terhadap

keabsahan wali nikah
saat rafa’ tertutup di
KUA Bangsal.

Pernikahan Penghayat Kepercayaan

Pertama, tesis Lutfiyanti Andromeda.'* Pada penelitian ini

menjelaskan bahwa dalam pernikahan Sapta Darma tidak ada wali

nikah, hanya memerlukan izin dari kedua orang tua atau wali calon

14 Lutfiyanti Andromeda, “Perkawinan Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Di Surabaya (Studi
Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman)” (Tesis, Universitas Islam
Negri Sunan Ampel, 2020).
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mempelai. Meski begitu, pelaksanaannya dinilai efektif karena para
penganut Sapta Darma mematuhi aturan dan menjadikan pencatatan
nikah sebagai kebiasaan bernilai hukum untuk memperoleh hak
mereka. Proses pencatatan juga berjalan lancar sesuai ketentuan PP
Nomor 24 Tahun 2013 dan PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang tata cara
pencatatan nikah bagi penghayat kepercayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyanti Andromeda memiliki
kesamaan dengan penelitian ini dalam hal menjadikan komunitas
penghayat Kerokhanian Sapta Darma sebagai objek kajian utama, serta
fokus pada aspek hukum perkawinan dan pencatatan dalam sistem
negara. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara
keduanya. Penelitian Andromeda berfokus pada efektivitas pencatatan
perkawinan dalam komunitas yang homogen dengan pendekatan teori
efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Sementara itu, penelitian ini
justru mengkayji situasi yang jauh lebih kompleks, yakni kondisi di mana
terjadi persilangan identitas antara penganut Sapta Darma dengan
identitas administratif Islam dalam satu keluarga, khususnya terkait
kedudukan wali nikah bagi anak yang beragama Islam sementara
ayahnya secara faktual menganut Sapta Darma, sehingga menyoroti
ketegangan antara hukum negara, hukum Islam dan norma kepercayaan

dalam kerangka pluralime hukum.
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Kedua, penelitian Anissa Fitri Maulani.'® Pada penelitian ini
membahas perbedaan syarat perkawinan antara umat Islam, non-Islam,
dan penghayat kepercayaan. Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan
penghayat Sapta Darma di Temanggung telah tercatat dengan baik di
catatan sipil, namun pelaksanaannya kurang efektif karena masih
terkendala karena minimnya pemuka penghayat yang memiliki SK
resmi untuk menikahkan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam objek kajian dan
perhatian pada aspek adminisratif perkawinan serta kendala yang
dihadapi penganut kerokhanian Sapta Darma. Perbedaannya, penelitian
Maulani berfokus pada efektivitas pencatatan dalam ranah administratif
dan kelembagaan negara, sedangkan penelitian ini megkaji persoalan
yang lebih kompleks, yaitu kedudukan wali nikah dalam persilangan
identitas antara ayah penghayat Sapta Darma dan anak perempuan
beragama Islam, sehingga menyoroti konflik antara hukum negara,
hukum Islam dan norma kerokhanian Sapta Darma dalam perspektif
pluralisme hukum.

Ketiga, penelitian Nindia Putri Prameswari.'® Pada penelitian

ini mengkaji perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan.

15 Anissa Fitri Maulani, “Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma
Perspektif Pp No. 40 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten
Temanggung)”  (Universitas Islam  Negri Prof. K.H Saifuddin = Zuhri, 2022),
https://repository.uinsaizu.ac.id/12937/1/Anissa%20Fitri%20Maulani%20_ %201617302008%20.p
df.

16 Nindia Prameswari, “Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca
Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Pu-Xiv/2016” (tesis, Universitas Airlangga,
2020).
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Secara administratif, perkawinan mereka telah diatur dan dilindungi
dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan beserta peraturan
pelaksananya. Namun, pengaturan tersebut belum tercermin dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menjadi aturan khusus mengenai perkawinan di Indonesia. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 kemudian hadir
sebagai solusi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum
bagi Penghayat Kepercayaan, terutama karena regulasi administratif
sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan mereka
sebagai pemeluk Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Penelitian yang dilakukan oleh Nindia Putri Prameswari
memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal menempatkan
penghayat kepercayaan sebagai subjek hukum yang menghadapi
persoalan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, serta keduanya
sama-sama mengakui adanya ketegangan antara regulasi negara dan
realitas keberagamaan masyarakat yang belum sepenuhnya
terakomodasi dalam ketentuan hukum positif yang berlaku. Namun,
terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara keduanya. Penelitian
Prameswari bergerak pada level normatif-konstitusional dengan
berfokus pada pengakuan dan kepastian pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Sementara itu, penelitian ini
tidak bergerak pada tataran konstitusional-normatif, melainkan

mengkaji persoalan empiris yang lebih spesifik dan kompleks, yakni
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kedudukan wali nikah dalam situasi persilangan identitas antara ayah
penganut Sapta Darma yang secara administratif masih atau kembali
tercatat sebagai Muslim dengan anak yang beragama Islam, dengan
menelaah bagaimana ketegangan antara hukum negara, hukum Islam,
dan hukum kepercayaan lokal Sapta Darma dinegosiasikan secara nyata
di lapangan melalui pendekatan pluralisme hukum.

Keempat, jurnal Laksana Arum Nugraheni.!” hasil penelitian
menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-
XVI1/2016 mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila dan membuka
akses hak konstitusional bagi penghayat kepercayaan dalam
administratif kependudukan. Keabsahan perkawinan tidak hanya
bergantung pada ajaran, tetapi juga harus dilakukan di hadapan pemuka
penghayat dan dicatatkan, tanpa pencatatan, perkawinan tidak memiliki
kekuatan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Laksana Arum Nugraheni
memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal memperhatikan
aspek keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan dalam kaitannya
dengan ketentuan hukum negara. Perbedaannya, penelitian Nugraheni
bergerak pada tataran filosofis-normatif dengan mengkaji pencatatan
perkawinan penghayat kepercayaan melalui perspektif nilai-nilai

Pancasila dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

17 Laksana Arum Nugraheni, “Kajian Filosofis Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan
Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Jurnal
Paradigma Hukum Pembangunan 6, no. 1 (2021).
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XVI/2016. Sementara itu, penelitian mengkaji persoalan empiris yang
lebih mikro dan kompleks, yakni bagaimana kedudukan wali nikah
dinegosiasikan dalam situasi persilangan identitas antara ayah penganut
Sapta Darma yang secara administratif masih atau kembali tercatat
sebagai Muslim dengan anak yang beragama Islam di Kecamatan
Lawang, di mana analisisnya tidak berhenti pada legitimasi hak
konstitusional penghayat secara umum, melainkan lebih jauh menelaah
ketegangan konkret antara hukum negara, hukum Islam, dan norma
kepercayaan lokal Sapta Darma melalui pendekatan pluralisme hukum.

Kelima, penelitian Moh. Aam Badrul Hikam,'® menunjukkan
bahwa pada komunitas Sunda Wiwitan masih sering terjadi perkawinan
dengan pemeluk agama resmi, namun karena adanya larangan
perkawinan lintas agama, sebagian pasangan melakukan perpindahan
agama secara administratif tanpa perubahan keyakinan yang
sebenarnya demi memperoleh pengesahan negara. Fenomena ini
banyak ditemukan di Kelurahan Cigugur, Kuningan, karena adanya
pandangan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam
membangun keluarga.

Penelitian Hikam memiliki kesamaan dengan penelitian ini
karena sama-sama mengkaji praktik perpindahan agama semu dalam

konteks pemenuhan syarat administratif perkawinan. Namun,

18 Aam Hikam, “Praktik Pernikahan Beda Agama Penganut Penghayat Kepercayaan di Kelurahan
Cigugur Kabupaten Kuningan” (Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, 2022),
https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/160/1/Moh.%20Aam%20Badrul%20Hikam-18150045.pdf.
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penelitian Hikam berfokus pada perkawinan beda agama dalam relasi

sosial masyarakat Sunda Wiwitan dan pemeluk agama resmi.

Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan wali

nikah dalam kondisi ayah penganut faktual Sapta Darma yang secara

administratif masih atau kembali tercatat sebagai Muslim, sehingga

dianalisis melalui perspektif pluralisme hukum yang mencakup hukum

negara, hukum Islam, dan hukum kepercayaan lokal Sapta Darma.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No. | Judul Penelitian Nama Tahun Rumusan Masalah
Peneliti | Penelitian

1. Perkawinan Lutfiyanti | 2020 Bagaimana pola dan
Penghayat Andromeda model perkawinan
Kepercayaan penghayat kerokhanian
Sapta Darma Di Sapta Darma di
Surabaya (Studi Surabaya dan apakah
Efektivitas praktik perkawinan
Pencatatan penghayat kerokhanian
Perkawinan Sapta Darma Surabaya
Menurut sudah sesuai Undang-
Lawrence @ M. Undang pernikahan.
Friedman)

2. Pencatatan Anissa Fitri | 2022 Bagaimana pencatatan
Perkawinan Maulani perkawinan
Penghayat penghayatan
Kepercayaan kerokhanian Sapta
Aliran Sapta Darma dalam PP No. 40
Darma Tahun 2019, bagaimana
Perspektif  Pp pencatatan perkawinan
No. 40 Tahun penghayatan
2019 (Studi kepercayaan kebatinan
Kasus Pada Sapta Darma di Dinas
Dinas Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung
Kabupaten dan bagaimana kendala
Temanggung) hukum yang terjadi.

3. Keabsahan Dan | Nindia 2020 Bagaimana Keabsahan
Akibat Hukum | Putri Dan Akibat Hukum
Perkawinan Prameswari Perkawinan Penghayat
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Penghayat
Kepercayaan
Pasca Terbitnya
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
Xiv/2016

97/Pu-

Kepercayaan Pasca
Terbitnya Putusan
Mahkamah Konstitusi
Nomor 97/Pu-Xiv/2016
dan Keabsahan Dan
Akibat Hukum
Perkawinan Penghayat
Kepercayaan Pasca
Terbitnya Putusan
Mahkamah Konstitusi
Nomor 97/Pu-Xiv/2016.

Kajian Filosofis | Laksana 2021 Bagaimana pencatatan
Pencatatan Arum perkawinan dari sudut
Perkawinan Nugraheni pandang filosofis
Penghayat berdasarkan nilai-nilai
Kepercayaan Pancasila dan peraturan
Berdasarkan perundang-undangan
Nilai-nilai bagi Penghayat
Pancasila  dan Kepercayaan.
Peraturan

Perundang-

Undangan di

Indonesia

Praktik Moh. Aam | 2022 Bagaimana Praktik
Pernikahan Beda | Badrul Pernikahan Beda Agama
Agama Hikam Penganut Penghayat
Penganut Kepercayaan Sunda
Penghayat Wiwitan di Kelurahan
Kepercayaan di Cigugur Kab. Kuningan,
Kelurahan apa Sebab maraknya
Cigugur pernikahan beda agama
Kabupaten di Kelurahan Cigugur
Kuningan Kabupaten = Kuningan.

Dan bagaimana Peran
Kantor Catatan Sipil
dalam menghadapi
kasus pernikahan beda
agama di Kelurahan
Cigugur Kabupaten
Kuningan.
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F. Definisi Operasional
Penelitian ini menyoroti perbedaan konsep wali nikah antara ajaran
Islam dan penghayat Sapta Darma, yang menimbulkan persoalan hukum
karena secara administrasi warga Sapta Darma masih tercatat sebagai
Muslim. terlebih dahulu dijelaskan beberapa variabel yang menjadi fokus
dalam penelitian ini, yaitu:
1. Wali nikah
Secara bahasa, perwalian berarti kasih sayang dan pertolongan.
Dalam istilah para Fuqoha, perwalian dimaknai sebagai kewenangan
seseorang untuk bertindak secara langsung tanpa harus meminta izin
pihak lain. Orang yang memiliki kewenangan tersebut dan
melaksanakan akad disebut wali."”

Sedangkan wali nikah adalah seseorang yang secara hukum
memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama mempelai perempuan
dalam melangsungkan akad nikah. Kewenangan ini bersifat mandiri,
artinya wali dapat bertindak langsung tanpa memerlukan persetujuan
pihak lain. Dalam konstruksi hukum Islam, kehadiran wali nikah bukan
sekadar pelengkap, melainkan merupakan rukun perkawinan yang wajib
dipenuhi, sehingga suatu akad nikah yang dilangsungkan tanpa

kehadiran wali dianggap tidak sah.?’

19 Wahbah Az-Zuhaili, Fighu Al-Isldim Wa Adilatuhu Juz 9:178.
20 Amir Syarifuddin, Hukum Pekawinan Islam di Indonesi; Antara Figh Munakahat dan Undang-
undang Perkawinan (2006; Jakarta: Kencana):69.
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2. Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Lawang

Sapta Darma merupakan salah satu kepercayaan warisan lokal
yang masih bertahan di tengah berbagai agama lain. Istilah Sapta Darma
berasal dari bahasa Jawa Kuno, di mana “sapta” berarti tujuh dan
“darma” berarti kewajiban. Secara etimologis Sapta Darma dipahami
sebagai tujuh kewajiban suci. Dalam pengertian terminologi, Sapta
Darma adalah nama sebuah organisasi penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan pelaksanaan tujuh kewajiban

suci tersebut sebagai ajaran pokoknya.?!

Ajaran kerokhanian ini
menyebar luas ke berbagai wilayah Jawa Timur, termasuk daerah

Lawang Kabupaten Malang.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab utama yang saling berhubungan,

di mana setiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa subbab. Adapun susunan

sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan memuat latar belakang

masalah yang menjelaskan konteks, kondisi, dan urgensi topik penelitian.

Pada bab ini juga disajikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

tinjauan penelitian terdahulu, definisi istilah, serta sistematika penulisan

sebagai panduan penyusunan penelitian.

2l ABD. Mutholib dan ABD. Ghofur, 4liran Kepercayaan & Kebatinan di Indonesia (CV. AMIN,

1988)151.
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Bab II Bab ini memuat kajian pustaka yang menguraikan dasar teori
dan konsep terkait penelitian, meliputi pandangan hukum Islam tentang wali
nikah, konsep perwalian dalam kerokhanian Sapta Darma, serta teori
pluralisme hukum. Selain itu, bab ini juga menyajikan kerangka pemikiran
yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

Bab III Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan,
meliputi jenis dan pendekatan penelitian, peran peneliti, lokasi penelitian,
serta jenis dan sumber data. Selain itu, dipaparkan pula teknik pengumpulan
dan analisis data, termasuk langkah-langkah untuk memastikan validitas
dan keandalannya.

Bab IV Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan data
lapangan mengenai kedudukan wali nikah bagi penganut Sapta Darma yang
beridentitas Islam, serta respons tokoh agama dan komunitas Sapta Darma
terhadap tersebut. Temuan-temuan ini dianalisis menggunakan teori
pluralisme hukum.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat rangkuman hasil
penelitian dalam bentuk kesimpulan, serta memberikan saran atau
rekomendasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti agar dapat

menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian atau kebijakan selanjutnya.



BAB 11

KAJIAN TEORI

A. Wali Nikah dalam Islam

1.

Pengertian Wali Nikah

Dalam literatur Figh Islam, perwalian dikenal dengan istilah al-
walayah. Secara etimologis, istilah ini mengandung makna kedekatan,
kasih sayang, dan pertolongan.?> Dalam pengertian hukum, para ulama
menjelaskan bahwa perwalian merupakan kewenangan seorang untuk
melakukan tindakan hukum secara mandiri tanpa bergantung pada izin

pihak lain.?

Sejalan dengan pendapat itu, Amir Syarifuddin
menjelaskan bahwa secara umum wali adalah seseorang yang karena
kedudukannya memiliki kewenangan untuk bertindak, mewakili, dan
atas nama orang lain.?*

Dalam hukum keluarga Islam, konsep perwalian tersebut
memiliki  kedudukan penting dalam perkawinan. Perkawinan
merupakan ikatan yang penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena
itu, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan syariat yang telah di tetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.

Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, perkawinan tidak hanya sah

22 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2005):134.

23 Wahbah Az-Zuhaili, Fighu Al-Isldam Wa Adilatuhu Juz VII (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.):186.

24 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006):6.

23
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secara agama, tetapi juga diharapkan membawa ketentraman,
kemaslahatan, dan keberkahan bagi para pihak yang menjalaninya.?
Secara umum, setiap pernikahan harus memenuhi beberapa
rukun utama, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang
saksi, serta ijjab dan gabul. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak
terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah. Di antara rukun-rukun
itu, wali memegang peran penting karena menjadi pihak yang
berwenang menikahkan perempuan yang berada di bawah tanggung
jawabnya. Wali tidak hanya bertugas sebagai perwakilan, tetapi juga
memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam memastikan bahwa
pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat.
Menurut jumhur ulama, kecuali Hanafiah, akad nikah tidak sah tanpa

kehadiran wali.?®
B Y £
Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali.?’

Hadits tersebut tidak dapat dipahami bahwa perkawinan tanpa
wali hanya dianggap kurang sempurna. Maksud sabda Nabi Saw
menunjukkan ketentuan pokok dalam syariat bahwa suatu perkawinan

tidak dianggap sah apabila dilangsungkan tanpa adanya wali.

25 Wahbah Az-Zuhaili, Fighu Al-Islém Wa Adilatuhu Juz VII.

26 Wahbah Az-Zuhaili, Fighu Al-Islam Wa Adilatuhu Juz 9.

27 Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats, Sunan Abi Dawud (Baitul Afkar Ad-Dauliyah, t.t.), Kitab
Nikah, Bab Wali, no. 2085.
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Pemahaman ini juga diperkuat oleh hadist lain yang diriwayatkan oleh
Aisyah:

LK/J’/'S :}9 c:}ifb Lé-;-\i:e c:}i/ab L@—;&E:Ufb L@.;-&/.; @3 9;;;:% a”//;{ §E\L{T
ﬂgjg&;&jamﬁbﬁ\99%};&?@/".9\&%\@

Seorang perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya maka
pernikahannya tersebut batil, batil, batil. Jika sang suami telah
bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak
mendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya.

Jika terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang

yang tidak mempunyai wali.?®

Hadits yang kedua tidak bisa diartikan bahwa pernikahan sah
hanya karena wali memberi izin, karena hal itu sudah biasa dilakukan.
Hadits ini juga tidak berarti membolehkan seorang perempuan
menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan wali.?

Sedangkan menurut Abu Hanifah dari mazhab Hanafi,
pernikahan tanpa wali atau dengan wali selain wali nasab masih
diperbolehkan selama kedua mempelai sekufu atau sepadan. Namun,
jika tidak sekufu, maka wali memiliki hak untuk membatalkan
pernikahan tersebut. Dalil dari Al-Qur’an menunjukkan bahwa hak
pernikahan berpulang kepada perempuan, sebagaimana tercermin
dalam beberapa ayat. Misalnya, Allah SWT berfirman bahwa seorang

wanita yang ditalak oleh suaminya setelah talak kedua tidak boleh

dinikahi kembali oleh suaminya yang lama sampai ia menikah dengan

28 Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab Nikah, Bab Wali, No. 2083.
2 Wahbah Az-Zuhaili, Fighu Al-Islam Wa Adilatuhu Juz 9.
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pria lain (al-Baqarah: 230). Selain itu, firman Allah menegaskan agar
para wali atau suami tidak menghalangi perempuan menikah dengan
calon suami setelah masa idahnya (al-Baqarah: 232), yang ditujukan
kepada suami, bukan wali. Ayat lain menegaskan bahwa tidak ada dosa
bagi wali jika membiarkan perempuan bertindak sesuai haknya (al-
Bagarah: 234). Keseluruhan ayat ini menegaskan bahwa pernikahan

seorang perempuan dilakukan atas hak dan persetujuannya sendiri.*

G Gl salind 0l s 2 e 5T 2

Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Sedangkan
gadis ditawari, dan izinnya adalah diamnya. (HR Muslim).*!

Dalam riwayat yang lain dikatakan:

S5 o ot b6 sl sci,,vjcftm PR

e&ei o Jee uss; .

Janda tidak dinikahkan hingga ia ditawari. Dan gadis tidak

dinikahkan hingga dimintai izin.” Para sahabat bertanya,

“Wahai Rasulullah, bagaimana ia mengizinkan? Beliau
menjawab,” Dia diam. (HR Bukhari)*

Perempuan, baik janda maupun gadis, memiliki hak untuk

menyetujui atau menolak pernikahan. Persetujuan janda dinyatakan

secara tegas, sedangkan persetujuan gadis cukup ditunjukkan melalui

30 Wahbah Az-Zuhaili.

31 Tmam Muslim, AI-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj (Riyadh, Arab Saudi: Baitul Afkar
Ad-Dauliyah, t.t.), kitab Nikah, Bab Persetujuan Janda Dalam Pernikahan Dengan Ucapan
Sedangkan Gadis Dengan Diamnya, no. 1421.

32 Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Syarh Sahih al-Bukhari (Riyadh (Arab Saudi):
Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.t.), kitab Nikah, No. 5136.
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diam sebagai bentuk kerelaan, tanpa menghilangkan haknya dalam
menentukan pernikahan.
2. Syarat-Syarat Wali Nikah
Dalam Islam, seorang wali harus memenuhi beberapa syarat,
antara lain seagama dengan perempuan yang berada di bawah
perwaliannya, sudah baligh, berakal sehat, merdeka, dan laki-laki. Wali
juga harus adil, yaitu memiliki akhlak baik, tidak melakukan dosa besar,
serta mampu bersikap bijaksana. Selain itu, wali harus lurus dan tidak
bodoh, artinya ia memahami kesetaraan dan kemaslahatan dalam
pernikahan, bukan semata menjaga harta. Penjelasan lebih lanjutnya
adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan yang sempurna seperti Baligh, berakal dan merdeka.
Seorang anak kecil, orang gila, orang yang kurang akalnya, atau
orang yang sedang mabuk tidak bisa menjadi wali. Sedangkan
budak juga tidak bisa menjadi wali karena kesibukannya melayani
tuannya sehingga tidak bisa fokus memperhatikan kepentingan
orang lain.**

b. Adanya kesamaan agama antara orang yang mewakilkan (wali) dan
diwalikan menjadikan salah stau ketentuan yang harus diperhatikan
dalam perwalian. Menurut madzhab Hambali dan Hanafi, orang

non-Muslim tidak memiliki kewenangan menikahkan perempuan

33 Wahbah Az-Zuhaili, Fighu Al-Islam Wa Adilatuhu Juz 9.
3% Wahbah Az-Zuhaili, Fighu Al-Isldam Wa Adilatuhu Juz 9, 185.
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Muslim, demikian pula sebaliknya. Sementara itu, mazhab Syafi’i
berpendapat bahwa laki-laki non-Muslim dapat menikahkan
perempuan non-Muslim, baik dengan pasangan yang seagama
maupun yang berbeda agama, karena kewenangan perwalian dalam
hal ini berlaku di antara mereka yang berada dalam agama yang
sama (non-Muslim), sehingga tidak disyaratkan adanya kesamaan
agama dengan calon pasangan, selama masih dalam lingkup
pernikahan non-Muslim. Adapun mazhab Maliki berpendapat
bahwa perempuan non-Muslim dapat dinikahkan dengan laki-laki
Muslim apabila ia termasuk dari golongan Ahli Kitab.*

c. Laki-laki, Menurut jumhur Fuqoha selain mazhab Hanafi, wali
disyaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki. Menurut mazhab
Hanafi, laki-laki bukan syarat untuk menjadi wali. Perempuan yang
baligh dan berakal dapat mengawinkan orang yang diwakilkan
kepadanya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.>®

d. Adil, Menurut mazhab Syafi’i seorang wali harus lurus dalam
agamanya, menjalankan kewajiban agama, menjauhi dosa besar
seperti zina, minum khamar, durhaka kepada orang tua, dan
perbuatan serupa, serta tidak menoleransi dosa kecil. Menurut
mazhab Hanafi dan Maliki, keadilan bukan syarat menjadi wali.

Baik wali yang adil maupun fasik tetap bisa menikahkan anak

35 Wahbah Az-Zuhaili, 185.
36 Wahbah Az-Zuhaili, 186.
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perempuannya, karena hak perwalian bersifat umum dan wali tetap
memiliki rasa tanggung jawab terhadap kerabatnya.>’

e. Lurus, Menurut mazhab Hambali dimaknai sebagai kemampuan
memahami kesetaraan dan tujuan kemaslahatan dalam pernikahan,
bukan berorientasi pada pencarian keuntungan materi. Sementara
itu, madzhab Syafi’i mengartikan lurus sebagai sikap tidak boros
atau tidak menggunakan harta secara berlebihan.®

3. Urutan Hak Kewalian dalam Perwalian

Wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan seorang
perempuan adalah kelompok ashabah, yakni anggota keluarga laki-laki
yang memiliki kekerabatan melalui garis keturunan ayah. Pandangan
ini merupakan pandangan jumhur ulama. Namun Abu Hanifah yang
memiliki pandangan dimana berbeda, beliau memasukkan kerabat dari
pihak ibu sebagai pihak yang berhak menjadi wali. Adapun mengenai
urutan perwalian dalam pernikahan, masing-masing mazhab figh telah

39

merumuskan ketentuan secara tersendiri,” sebagaimana dalam tabel

berikut:

37 Wahbah Az-Zuhaili, 186-187.

38 Wahbah Az-Zuhaili, 187-188.

39 Soraya Devy, Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Prespektif Imam Mazhab (Aceh:
Safihah, 2017).



Tabel 2. 1 Urutan Hak dalam Perwalian
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No. | Imam Syafi’i | Imam Maliki | Imam Imam
Hambali Hanafi
1. Ayah Penerima Ayah Anak laki-
wasiat ayah laki
2. Kakek (dari | Anak laki-laki | Kakek (dari Anak laki-
ayah) ayah) laki dari
anak laki-
laki
3. Saudara Cucu laki-laki | Anak laki-laki Ayah
Kandung dari anak laki-
laki-laki laki
4. Saudara laki- Ayah Saudara Kakek (dari
laki seayah kandung laki- | ayah)
laki
5. Anak laki- Saudara laki- | Saudara laki- | Saudara
laki saudara | laki kandung laki seayah | kandung
kandung laki- laki-laki
laki
6. Anak laki- Saudara laki- | Anak laki-laki | Saudara laki-
laki saudara laki seayah dari saudara | laki seayah
laki- laki kandung laki-
seayah laki
7. Paman Anak laki-laki | Anak laki-laki | Anak laki-
(saudara laki- | dari saudara dari saudara | laki saudara
laki kandung laki-laki laki-laki kandung
ayah) seayah laki-laki
8. Paman Anak laki-laki Paman Anak laki-
(saudara laki- | dari saudara | (saudara laki- | laki saudara
laki ayah laki-laki laki ayah) laki-laki
seayah) seayah kandung seayah
9. Anak laki